BUPATI PONTIANAK

' PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN

Menimbang : a:

Mengingat :

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI PONTIANAK,

bahwa  sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan
suatu peraturan,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pontianak;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820j; '

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembéaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);



10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahsan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686); sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tarmibahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 833 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoniésia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);
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Peraturan Pemeérintah Nomor 40 Tahun 1996 téntang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahian Lemibdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 téntang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lermbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan
dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan
Pajak dengan Stirat Paksa (Lembarah Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturaii Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesdia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4652);

Peraturan Pémerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peratutran Pemeérintah Nomor 69 Tahun 2010 téntang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan :

Tahuh 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Néegara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Ménteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011);

Pératuran Méntéri Keuangan
Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau
Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak
Diketiakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Peératiran Daérah Kabupatén Pontianak
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lemibarati Daerah Tahur 2010 Nottior 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembarat

Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 3 });

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK NOMOR TAHUN 2013
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pontianak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.

Bupati adalah Bupati Pontianak.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupatéen
Pontianak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komarditer, perseroaii lainnya, badan usaha milik negara (BUMN]),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lairinya, lembaga dan bentuk badat
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Pérdesaan dan Perkotaaii; yang
selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan; perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permiikaan bumi yang meliputi tanah dan pérairan
pedalaman serta laut wilayah kota.

Bangunan adalah kKonstruksi teknik yang ditanam atau dilékatian
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut :

Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
perhimpunan data Objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
Wajib Pajak seérta péngawasan penyetorannya.
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Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewsajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai
ketefitiian peratirahn perundang-undangan perpajakan daérah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pontianak.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Keépala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeéluaran daérah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, untuk selanjutnya disebut
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak Daerah dalami melaksaniakan hak dan kewajiban
perpajakannya:

Nilai Jual Objek Pajak; yang sélanjlitnya disingkat NJOP, adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP ditentukan melatui perbandingan harga derigan objek lain
yang sejenis; atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kéna Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang
tidak kena pajak.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.



23:

24.

25;

26.

27.

28.

30.

31:

32.

kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat Setoran Pajak Daerah; yang selanjutiya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pemibayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.:

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih beésar daripada pajak yang terutang atau seharusnya fidak
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yvang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekelirian dalam péneérapan keténtuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak
Daerali.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
kébératan térhadap Surat Pembeéritahuan Pajak Terutang;, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
Sécara objektif dan profésional berdasarkan suati  standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan — ketentuan — peraturan perundarg-undangan
perpajakan daerah.



Lot ]

33:

34

35.

36.

(1)

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang perpgjakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.:

Penyidik adalah Pejabat Pégawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi  penagihan  seketika dan  penagihan sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Bagian Kesatu
Basis Data PBB-P2

Pasal 2

Pemeérintah Daeérah dalam i‘éﬂgka pémungutan PBB-P2
membentuk basis data PBB-P2.

Pemberitukan basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian
Objek PBB-P2.

Pemerintah Daerah menggunakan basis data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, yang berasal dari pelimpahan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik
Indonesia yang tertuang dalam aplikasi Sistem Manajemen
Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2.

Aplikasi SISMIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan
administrasi PBB-P2 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :

Pendaftaran;

Pendataan;

Penilaian;

Penetapan:

Penerimaan;

Penagihan;

"o e o



(5)

(1)

(2)

(3)

g. Pelayanan; dan
h. Keberatan

Pemerintah Daerah dapat meéngembangkan aplikasi SISMIOP
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 3

Dalam rangka menjaga validasi basis data yvang dilimpahkan oleh
Direktorat Jenderdl Pajak sebagaimana diraksud dalam Pasal 2
ayat (3) sebagai akibat perkembangan/perubahan Subjek dan
Objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis
data SISMIOP.

Pemeliharaan basis data SISMIOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara -

a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan
oleh Petugas DPPKAD berdasarkan laporan yang diterima dari
Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi terkait.

b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan
oleh DPPKAD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan
data Objek Pajak dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan
sebénarnya di lapangan atai mencocokkan dan meényesuaikan
dengan Nilai Jual Objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yang
terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur
pembentukan basis data.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dilakukan clel Subjek Pajak déhgéi‘i cara mergisi
SPOP dan LSPOP:

W3ajib Pajak yang meémiliki NPWP mencantumkan NPWP dalaim
kolom yang tersedia dalam SPOP.

SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
c_i@_tapdatanga_ni dan disampaikan ke DPPKAD, selambat-lambatnya
80 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjelk
Pajak atau kuasanya.



Formiilif SPOP disédiakan dan dapat dipéroléh déngan suma-éuma
di DPPKAD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 5
Pendataan Subjek dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalami Pasal 2 a&yat (2) dilakukan oleh DPPKAD déngan
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP, sebagai
berikut :
a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP.

b. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran
yang dipérlitkan dan disampaikan kepada DPPKAD.

c. Sepanjang tidak ada perubahan data Objek Pajak, Subjek Pajak
maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan LSPOP dapat
digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

d. Bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP dan LSPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pendataan Subjek dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP:;
b. Identifikasi Objek Pajak;

c. Verifikasi data Objek Pajak; dan

d: Pengukuran bidang Objek Pajak.

Pasal 6
Setiap Objek Pajak dibéeti NOP;
Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, sebagai berikut ;

a. Digit ke-1 dan ke-2 wierupakan Kode provinsi;
b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
6. Digit ke-5 sampai déngan digit Ke-7 merupakan Kodeé

kecamatan,;

d. Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode
kelurahan/desa;



(1)
(2)

é. Digit ké-11 sampai déngan digit ke-13 merupakan kodeé nomor
urut blok;

f.  Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut
Objek Pajak;

g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 7
Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.

Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima
pecahan ﬂiéﬁd&patkaﬁ NOP baru, sisa tariah tetap menggunakan
NOP lama.

diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

Pasal 8

Persyaratan dikeluarkannya NOP adalah sebagai berikut :

a.

b.

Melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan atau
pemanfaatan;
Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;

Mengisi Formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan Wajib
Pajak atau kuasanya.

Bagia'ﬁ Kétiga
Penilaian

Pasal 9

Penilaiann Objek PBB-P2 §ebagaimana dimaksud dalaim Pasal 2
ayat (2) adalah kegiatan DPPKAD terhadap Objek PBB-P2 untuk
menetapkan NJOP.

Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui :

a. Penilalan massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap
zZona Nilai Tanah (ZNT) sedaing NJOP bangunan dikitung
berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
dan/atau

b.  Penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum yang
bernilai tinggi atau Objek Pajak Khusus.
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Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan tiga pendekatan penilaian meliputi :
a. Pendekatan data pasar

b. Pendekatan biaya; dan/atau
c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf 1 dilakukan dengan cara membandingkan objek
pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang
nilai jualiya sudah diketahiui dengan melakikan bebérapa
penyesuaian.

Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara
memperhitungkan biaya-biaya  yang dikeluarkan untuk
membangun baru dikurangi dengan peftyusutan.

Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hurif ¢ dilakikan pada objek-objek yang menghasilkan
(komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh
pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak
dikurangi dengan kekosongan bidya operasional dan  hHak
pengusahas:

Pelaksanaan kegiatan teknis penilaian diatur dengan Peraturan
Kepala DPPKAD.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Bagian Keésatu
Penetapan

Pasal 10
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan hal-

hal sebagai bérikiit :

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar.

b. Perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis yang
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya.

c. Nilai Perolehan baru.

Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Penggariti.



Bagian Kedua
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Pasal 11

Besarnya NJOPTKP PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-
(litha belas jiita riipiah) Untik Wajib Pajak dengan keténtuan :

a.

b.

Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak
1 (satu) kali dalam satu Tahun Pajak.

Apabila Wajib Pajak memperoleh beberapa Objek Pajak, maka yang
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang
nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak
lainnya.

Tata Cara Penerbitan; Pengisian dan Penyampaian SPPT
Pasal 12
Bérdasarkan SPOP; DPPKAD méneérbitkan SPPT.
SPPT PBB-P2 diterbitkan di awal Tahun masa Pajak secara massal.
DPPKAD menc¢etak DHKP.

Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak di lakukan penelitian data
SPPT dengan data DHKP.

SPPT yang diteliti diserahkan kepada Desa/Kelurahan dengan
dibuatkan Berita Acara (BA) serah terima SPPT untuk disampaikan
kepada Wajib Pajak.

Setelah penelitian selesai dibuatkan Berita Acara dan laporan hasil
penelitian SPPT rangkap 3 derigan rindian rangkap Ke-1 untuk
DPPKAD, rangkap ke-2 untuk Kelurahan/Desa dan rangkap ke-3
untuk lampiran berita acara penelitian.

Desa/Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara
berkala kepada DPPKAD.

SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat

~1(satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 13

Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP,
ketetapan PBB-P2 ditétapkan sécara jabatan oléh DPPKAD dengan
diterbitkan SKPD.

SKPD diterbitkan tidak secara massal.

SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh DPPKAD.
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BAB V
PENERIMAAN
Bagian Keésatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 14
PBB-P2 yang Terutang dibayar di Kas Daerah melalui Bank tempat
pemibayaran PBB-P2 dengan menggunakan SPPT.

Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Wajib Pajak atau melalui Petugas Pemungut PBB-P2
Desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bank tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Apabila tempat pembayaran di tempat lain yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penerimaan Pajak
disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (‘satu) hari Kerja.

Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka
penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15
PBB-P2 harus dibayarkan sebelum lewat Jatuh tempo pembayaran.

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran Pajak yang terutang.

Pembayaran Pajak hariis dilakiikan sekaliguiis atau hinas.
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh
Wajib Pajak.

SKPD,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertamibah harus dilunasi dalam Jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat
pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16

Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD.
SSPD dibuat rangkap 3 (tiga) lembar :



)

(3)

(2)

a;
b.
C.

Léembar Keé-1 dibérikan Kepada Wajib Pajak.
Lembar ke-2 diberikan ke DPPKAD
Lembar ke-3 untuk Bank tempat pembayaran PBB-P2

SSPD dianggap sah apabila telah ada tanda lunas dari Bank
Tempat Pembayaran PBB-P2.

BAB VI
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau
penundaat adalah sebagai berikut :

a.

Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pembayaran disertai
dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada kepada DPPKAD.

Permohonan digjukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak
terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan

setelah jatuh tempo.

. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk

diangsur dan/atau ditunda pembayarannya selama jangka
waktu tertentu.

Tata cara pembayaran secara angsuran dan /atau penundaan
adalah sebagai berikut :

a.

Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan
angsuran dan/atau penundaan pembayaran yvang dituangkan
dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan
pembayaran yang telah disediakan DPPKAD.

. Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran

ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh
Kepala DPPKAD.

Pembayaran angsuran dapat diberikan dalam Jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan
pembayaran paling lama 4 (empat) bulan.

Apabila Wajib Pajak tidak dilaksanakan kewajiban sesuai déngan
apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran
dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
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Pasal 18

Kepala DPPKAD berhak wuntuk mengabulkan atau menolak
permohionan Wajib Pajak untuk meéngangsur dan/atau menunda
pembayaran.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
Kelebihani pembayaran pajak Kkepada Bupati/Képala DPPKAD
dengan melampirkan fotocopy bukti setoran pajak yang telah
dibayarkan/SSPD  untuk masa pajak vyang  dimintakan
pengembalian kelebihan pembayaran.

(2) Kepala DPPKAD menugaskan petugas untuk melaksanakan
penelitian kepada Wajib Pajak untuk dibuatkan Laporan Hasil
Penelitian.

(3) Kepala DPPKAD meéneérbitkann SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila

 Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran
pajak.

(4) Berdasarkan SKPDLB g.el?a_ggimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(5) DPPKAD" mémbéritahtikan képada Wajib Pajak bahwa kelebihan
pembayaran pajak sudah dapat diambil.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Satu
Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SKPD
Pasal 20
(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-P2

(2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasive
selama satu bulan setelah jatuh tempo.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7
(tujuh) hari setelah dilakukan Upaya persuasif.

() Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

3)

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluwarsa

Pasal 21

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan  sudah kadaluwarsa dapat dilakukan
penghapusan:

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang
tercantum dalain:

a. SPPT;

b. SKPD;

c. STPD; dan

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan

Putusan Banding.

Penghapusan Piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap piutang pajak dari :

2

a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak méninggalkan
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris
tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan
bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris,
dari pejabat yang berwenang;

b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
dibuktikan déngan surat keétérangan dari Pejabat  yang
berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-
benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib Pajak yang penagihannya telah kadaluwarsa;

d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain,
misalnya Wajib Pajak tidak dapat menemukan , dokumen tidak
lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan
yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam; kebakaran,

rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
€. Wajib Pajak Badan yang telah selesai proses pailitnya; dan
f:  Objek Pajaknya tidak ada.

Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b, dilakukan penelitian setempat atau penelitian
adriiriistrasi  dan hasilnya dituangkah dalar laporan hasil
penelitian setempat atau laporan hasil penelitian administrasi.



(1)

(2)

Pasal 22

Pejabat melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian
administrasi guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi.

Pejabat meénerbitkan surat perintah penslitian lapangan dan/ataii
penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 23

Penelitian administrasi atali penelitian setempat dilakiikan setiap
objek pajak.

Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan
terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kadaluwarsa atan
dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) huruf ¢, huruf d dan huruf e Peraturan
Bupati ini.

Pasal 24

Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Laporan seébagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan
penyusunana Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang
Pajak.

BAB IX
TATA CARA PELAYANAN

Pasal 25

Pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan
permasalahan PBB-P2 adalah sebagai berikut :

-

cl.

b.

pendaftaraan objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, baik
dilakukati oleh Wajib Pajak sendiri matuipun dikarenakan pendataar

mutasi subjek/objek pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak
dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan
luas baik tanah maupun barigunan, perubahan spesifikasi tansah
maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak, pendaftaran
ulang subjek pajak dikarenakan adanya perubahan subjek pajak
baik perubahan secara utuh maupun perubahan yang dipecah-
pédah;



S‘p.

k.

pembetulan ~ SPPT/SKPD  adalah  pendaftaran permohonan
pembetulan SPPT/SKPD Kkarenha salah nama, salah alamat, salah
hitung dan zona nilai tanah;

pembatalan  SPPT/SKPD  adalah  pendaftaran  permohonan
pembatalan SPPT/SKPD;

salinan SPPT / SKPD adalah pendaftaran permohonan Wajib Pajak
atas salinan SPPT/SKPD;

keberatan penunjukan WP adalah Pendaftaran permohonan atas
kesalahan pentuinjiikan Wajib Pajak;

keberatan atas pajak terutang adalah pendaftaran permohonan
keberatan atas pajak terutarng. Keberatan atas pajak terhutarig
terjadi karena kesalahan menghitung luas bumi atau/dan
bangunan, keslahan penilaian serta kesalahan penetapan NJOP;

pengurangan atas Besarnya Pajak Terutang adalah pendaftaran
permohonan pengurangan pajak terhutang oleh Wajib Pajak.
Permohonan tersebut terjadi akibat bencana  alam/nama
tanaman/hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi massa serta
kondisi subjek pajak telah memenuhi persyaratan untuk diberikan
pengurangan atas besarnya pajak terutang;

restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan
pajak yang dikeluarkan /dibayar Wajib Pajak;

kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian
kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh Wajib Pajak.
Kelebihan Pajak tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke
pembayaran pajak NOP laifi;

pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan

pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak;
dan/atau

Penentuan kembali Tanggal jatuh tempo adalah pendaftaran
permohonan penentuanan kembali tanggal jatuh tempo.



BAB X
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 26

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD
dapat membetiilkan Kkesalahan tiilis, keésalahan hitung, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan
sebagai berikut :

ERT D e 0.0 o

SPPT;

SKPD;

SKPDLB;

STPD;

Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
Surat Ketetapan Pembetulan;

Surat Ketetapan Keberatan;

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 27

Pemibetulan sebagaimana dimaksud dalam bPasal 26 meliputi
pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung
persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu :

a: Kesalahan tulis; antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek

Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak
nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas
bangunan, Tahun Pajak, dan /atau  tanggal jatuh tempo
pembayaran;

Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan;
dan/atau

. Kekelirian penerapan Ketentian dalam peraturan perundang-

undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif,
kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP), kekeliruan bengenaan PBB-P2, dan kekeliruan
penerapan sanksi administrasi.
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(2)
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Pasal 28

Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak
atau kuasanya secadra perorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterima. surat ketetapan/keputusan.
Péermohonan pembeétulan sébagaimana dimaksud pada ayat(l)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu)
- surat keputusan atau surat ketetapan;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai
alasan dan bukti mendukung permohonan;

c. Diajukan kepada Kepala DPPKAD ; dan

d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
orang yang diberi kuasa.

Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak
yang Terutang untuk setiap SPPT paling banyak
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

b. Diagjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai
alasan yang mendukung permohonannya: dan

c. Diajukan kepada Képala DPPKAD  melalui Kepala
Desa/Lurah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk
memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat(1) adalah tanggal terima sufat Wajib Pajak.
Pasal 29

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dipertimbangkar.

Apabila permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib
Pajak atau kuasanya.

Pasal 30

Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan
sebagainiana dimaksud dalaimi Pasal 29 dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan PBB-P2
yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan
dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.



(3) Apabila Pejabat tidak membeérikan keputiisan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan
pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat
Keputusarn sesudi permohonari.

Pasal 31

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas
kesalahan tulis, kesalsghan hiturg, dan/atau kekeliruan penerapar
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 32

Apabila képutisan sébagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal
31 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan /atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundanig-undangan yarg berlaku, Pejabat dapat thelakukan
pembetulan lagi; baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib
Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 33

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
atau Pajabat yang ditunjuk dapat miembatalkan SPPT /SKPD/STP
PBB-P2 yang tidak benar: ‘

(2} SPPT/SKPD/STP PBB-P2 yang dapat dibatalkan sécara jabatan
adalah :

a. Objek pajaknya tidak ada;

b. Hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal
berdasarkan keputusan _pejabat yang berwenang atau
keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;

c. Objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak
PBB-P2 dan objek pajak yaiig diguiiakan oleh Négara Uintuk
penyelenggarakan pemerintahan; dan

d: Objek pajak yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2
berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib
pajak.

(3) Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan
SPPT/SKPD/ STPD PBB-P2.



BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG

Pasal 34

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu
lainnya;

b. Dalam objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yvang luar biasa.

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan

siibjek pajak dan/ataii karéna sebab-sebab tertentii lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

1} Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda /dudanya;

2) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan /
perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas Vaing
Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

3) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan
sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;

4) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB- -PZnya
sulit dipenuhi; dan/ qtaL

@

Cbjek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasﬂan rendah dan Nijlai Jual Objek Pajak
permeter  perseginya meningkat akibat pcrubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan.

h, Ws ::LJJLJ Pai &1 Badan meliputi :

Objck pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan
yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada
lﬂhU.Tl Pa_]ak helnmnya sehingga tidak dapat momcnum
kewajiban rutm
Panaana alam schagaimana dhmalrsud pada ayat {1) huraf b
adalah bencana yang dikaibatkan oleh peristiwa atau ser rangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh antara lain gempa bumi, tsunami,
gﬁ'lhﬂlf ﬂ’lC"(‘TIx\ )”-IT'JHt "(‘"!{"“?ﬂ!’.’%ﬂ ’—'H'”Tlﬂ T(’r}aﬁ, 5=k THIAN
longsor. '
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oehab lain yang luar biasa acbagaima dimakaud pada avar iy

), 1
b melipul kebakaran, wabah penyakil tanaman, dan/atan

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
diberiiean

L.

.

Paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen ) dari PBB-P2 yang
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana  dirmaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka (1);

Paling tinggi 50% ( lima pulhih persen) dari PRB-P3 yang terutang
dalam hal kondisi tertenty sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), dan/atau
angka (5), atau Pasal 34 ayat (2) huruf b; atau

Paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang
dalarn hal objek pajak teérkéna bendana alam atail sebab lain yang
luar biusa sebaguimuna dimaksud dalam Pasal 34 ayel () aluau

ayat (4).
Pasal 36

Péiig'lifétﬂgém sebagainiana dimaksiid dalam Pasal 35 diberikan
kepada Wujib Pajuk atas PBB-p2 yang lerulang yang lercantum
dalam SPPT, SKPD, STPD.

PBB-P2 yvang terutans vang tercantum dalam SPPE, SXPD dan
B 3

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak
ditambah dengan dainida adminiasrasi.

SPPT,SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan
pengurangan denda administrasi

Pagal 37

Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang

diajulkan sacars ¢

a. Perseorangan, untuk PRR-PY yang terutang vang tercantum
dalam SPPT,SKPD dan STPD PBB-P2; atau

0. Perseorangan atau kolektif, untulk PBB-F2 yang terutang vang
tercantum dalam SPPT

Parmohoian pengurangan secara Kolektif schagaimana dimalkesiid

pada ayal (1) hural b dapat diegukan :

a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam  hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a angks
(1) dengan PBB-B2 yang  terutang paling banyak
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); alau



b.

Setelah SPPT ditérbitkan dalam hal :
1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) huruf a angka (1) dengan PBB-P2 terutang paling
banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

2) Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), atatu
angka (5) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau

3) Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling
banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a harus
memenuhi persyaratan :

a.

b.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, STPD
PBB-P2;

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas:

Diajukan kepada Kepala DPPKAD;

Dilampiri fotocopy SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang
dimohonkan Pengurangan;

Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib pajak dan
dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa
Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang
pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang
terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Diajukan dalam jangka waktu :

1) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD
dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat
Keputusan Keberatan PBB-P2;

2) 38 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT,
sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal
terjadinya sebab lain yang luar biasa; kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.



Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pgjak sebelumnya
batas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa; dan

Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD
PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal
diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud
tidak digjukan Bandifig.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi
persyaratan :

a.

b.

off

1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang
sama;

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang
diffiohion disertai alas an yang jelas:

Diajlikan képada Biipati melalui :

1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)

setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya yang
terkait;

2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan
permohonan sébagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf a angka (2) dan angka (3);

Dilammpiri fotocopy SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

Diajukan dalam jangka waktu;

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam; atau;

3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadiriya sebab lain
yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui
pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait
lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan
bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi
karena keadaaan di luar kekuasaannya;

Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya
atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, Kecuali
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa; dan

Tidak diajukan keberatan atas SPPT vang dimohonkan
Pengurangan
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Pasal 38

Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

Dalam hal permohonai Pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
dalam jangka waktu paling laima 30 (tiga puluh) hari Kerja sé¢jak
tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan
secara tertulis disertai alas an yang mendasari kepada Wajib
Pajak, Pengurus LVRI, atau pengurus organisasi terkail.

Pasal 39

Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan
pengiirangan sécara peérseorangan dan kolektif yang mernéniihi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Bupati harus memberikan
jawaban atas permohonan pengurangan secara perorangan dan
kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, maka
permohonan dianggap dikabulkan.

. BARB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 40

Kepala DPPKAD atas nama Bupati karena jabatan atau atas
permohonan  Wajib  Pajak  dapat menghapuskan  atau
mengurangkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan PBB-P2 yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karens kekhilafan Wajih Paiak atnn biikan karens
kesalahannya.

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi adminisirasi
atas SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala
DFPEAD selambat-lambatiava 30 (tiga puluh ) hail sgjak tangpal
diterbitkan SKPD; atau STPD dengan memberikan alasan yang
jelas.

Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitikan keputusan paling
lama 3 (tiga) bulan scjak Surat Permohonan scbagaimana
dimalsud pada avat (2) diterima,
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Apabila Kepala DPPKAD afas nama Biipati tidak meénarbitkan
keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi PBB-P2
yvang diajukan dianggap dikabulkan sesuni permohonan,

TAN DAN BANDING

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPPKAD
atas

SPPTY

SKPD;

SKPDLE:

SKPDN;

TPD; dan

remotongan atau pernungutan oleh pihak retiga berdasarkain
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

[F4)
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Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sehagai
berikut :
a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan scjak-tanggal surat, tanggal permotongan atau
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
Jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipesiiili karena alasan diluar kekvasaaninya,

c. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib
pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap scbagai s

sehingga tidak dipertimbangkan.

~ <4
UTaL

Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Kepala
DPPKAD atau tanda pengiriman surat keberatan rmelalui surat
pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

X yas & bclas) bulan Sljax
tanggal surat keberatan, Kepala DPEKAD harus member!
keputiisan atas keberatan yang diajukan.

TV o 2 il ccen ity 10 [ %
lrsaiaitl Jaugna wat il et taaiia 1z {8

Keputusan Kepada DPPKAD atas surat keberatan dapat berupa
menerima scluruhnya atau sebagian, mcnolak atau menambah
besarnya pajak terutang.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
telah lewat dan Kepala DPPKAD tidalk memberilean keepitusan
maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
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Apabila wajib Pajali tidak bisa meénérima atas ksputusan
keberatan yang diajukan, maka wajib pajak dapat mengajukan
banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Pasal 42

Wajib Pajak dapat meéngajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatan yang ditetapkan oleh ‘Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jclas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan cditerima,
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuall  perinoiioiai baiding  menangguhikain Rewajibait
membayar pajak sampai dengan I1(satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding diksbulkan
schagian atau seharuhnya, kelehihan  pem bayaran pajak

- e e J:L,.A_L.,.l'_ B o L S 12 VN PR T
oiiinall UGgatl Gitailloall IIoaian uliga Stuasal o 70 (vua

dikemibaliks
persen) sebulan untuk paling lama 24 {dua pluh empat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dihibung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKIrLS.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajlb Pajak dikenal sanksi admimistrast DETUpa DUiigsa
sebesar 50% (lima puluh persenj dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan kéheratan dikurangi dengan pajnk yvang telah dibayar
sebelum mengdjukun keberalan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding sanksi
adrirestratt borups denda 5U0% {lima pului POTSen) sChagaimans

direaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolnk  atau  dikabulkan
sebagian, Wajib Pajuak dikenakan sanksi admirisirasi berupsa
denda  sebesar 100% (seratus persen) dari. jumlah pajak
mordanarkan ThibgsRan Handing dik wangl Aongan BEMhAvaran

pajak vang talah dibayar sehalum mean paivkan keheralan,

BAE XIV

‘A CARA PEMBERIKSAAN PES-P2
Fazal 43

Kepala DPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan dengan
ajuan untuk mongiii kepatirhae prmnemihan kewsjiban PRRB-PS

dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentaan
peraturan perundang-undangan perpajakan

..I



{2)

(3)

1

Pemeriksaan untuk ménguji Képatihan pemenuban kewajiban
PBB-FPZ dapar dilakukan daiam hai :
a. Terdapat 1nd1ka31 Wajib Pajak tidak melaporkan objek

iJa:j GJZ\.,L.L_) a L&bLleL ux.,uau ,

b. Wajib PaJak mengajukan permohonan  pengembalian
N i

ralahitian PRN.PY zalain X Bonan barens

Keputusan x{abc an Putusan Banding, “Putus 1 Peninjauar
Kembah Kepufusan Pengura.ngan atau keputusan lain, vang

T .~,

lllCllngUC{.LntLLL I&CLGU_LLLML iJCl.LLUU._)a_LEU.l .['.L).l.)

Rua;ng Iingkup Pemenksaan mehputl Pememksaan atas satu atau

sebelumnya.

Pazal 44

Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

11“1 I“CLLLCJ. ln.btl. bGUdchLlllaLla uuucus.buu yaua aycu. (J.} LCl ulll uau .L
(satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim

Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala DPPKAD.

Pasal 45

Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil
giMisiilfissan PRR-P2

Kegiatan Pemeriksaan didokumentasikan dalam Kertas Kerja
Pemeriksaan, schagai dasar pembuatan  Laporan Hagil
Pemeriksaan  PBR-rY, Laporan Hasil PFemeriksaan PHBB-F2
digunakan untuk membuat Nota Perhitungan sebagai dasar
pEnErniran Kemiftigsan atlas PEFTohonan pendembalian kelabilss
pembayaran PBB-P2 yang berupa:

a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran, apabila jumlah PR

yang dibayar ternyata Ilebih besar dari yang scnarubnyd
terutang; ‘

R T i1,

5. Surail i uuluu;u.auuau, cl.lJCLIJI.LGL Juuua_u UL yailg Glsayar

sama dengan jumlah PBE yang seharusnya terutang;

O

Surat Ketctapan Pajak; apabila jumlah PRR-P2 vang dibayar
ternyata  kurang dari jumiah PBBE-py yang seharusnya
terutang.

Pasal 46

Pemeriksaan dilakukan dongan Pemeriksaan Kantor atau
remeriksaan Lapangan
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(3)

(4)

(1)
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(3]

Pemeériksaan Kantor dilakiikan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah
Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan PBB-P2,

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah
Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan PBB=P2.

Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai
45 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh
tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 47

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang

untuk :

a. Memanggil Wajib Pajak datang ke kantor DPPKAD dan/atau
urituk menghadinl Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di
lokasi objek pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;

b. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;

¢. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan Jatau
dokuirien yang diperlukan:

d. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada
pada objek pajak yang dilakukan Pemeriksaan; dan

€. Meminta keterangan dan/atau bukti vang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyal hubungan dengan Wajib Pajak
yvang diperiksa.

Dalam Pemeriksaan; Wajib Pajak béi‘EéWéjibéii Untuk ;

a. Memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang
telah ditentukan;

b. Memperhatikan dan/atau  meminjamkan buku, catatan,
dan/atau dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan
Pemcriksaan PBB;

c. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang
dilakukan Pemeriksaarn;

d. Mcmberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

S¢tiap peéminjaman buky, catatan san/atau  dokumen, atau
fotocopynya kepada Wajib Pajak harus diberikan Bukti
Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau

Dalam hal buku, catatan, dan /atau dokumen berupa fotokopi,
maka Wajlh Pajak harus membuat sarnt pernyataan bhaliwa
lotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.



(5) Pengembangan buku,catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam
dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan PBB.

Pasal 48

Dalam hal Wajib Pajak :
a. Tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47
ayat (2) huruf a;

b. Tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang
diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;

c. Tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau
seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan:

d. Tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek
pajak yang diperiksa;

Sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan,maka Tim
Pemeriksa tetap melanjutkan proses Pemeriksaan berdasarkan data
yang ada pada DPPKAD.

Pasal 49
DPPKAD dapat melakukan pemeriksaan ulang dalam hal terdapat
data bar ataii berdasarkan pertimbangan képala DPPKAD

BAB XV

PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pontianak:

vj?undangi{an di Mempawah Ditetapkan
puda tanggal. 8510 209 pada tanggal

TrRan

P U SELRETARIS DAERAK "f‘:Bi!P&TEN‘EDNTjANAK

BUPATI
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EIRETA BAERAH HABHPATEN PONTIANAK : ——
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